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BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
SERTA KERANGKA PENDANAAN



3.1.  Kinerja Keuangan Masa Lalu
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, kebijakan otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan. Serangkaian perubahan tersebut mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsep money follow function, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisen, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Konsep itu sendiri mengandung tiga elemen yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya, yaitu (i) secara ekonomis dapat meminimalisir input resources yang digunakan; (ii) efisiensi mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal (output/input); dan (iii) efektivitas mencapai target yang ditetapkan (outcome/output).

Penganggaran yang sesuai kemampuan keuangan daerah, diarahkan dan dikelola berazaskan: (i). Fungsi otorisasi, sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan; (ii). Fungsi Perencanaan, menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;(iii) Fungsi pengawasan, menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; (iv) Fungsi alokasi, mengarahkan anggaran daerah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatan efesiensi dan efektifitas perekonomian; (v) Fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; (vi) Fungsi stabilisasi, menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Berdasarkan sejumlah fungsi tersebut, penyusunan pendapatan dan belanja daerah tahun 2011-2015, harus merujuk kepada sejumlah norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut meliputi:
1. Transparansi dan Akutanbilitas Anggaran Daerah: merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan dan atau program;
2. Disiplin Anggaran: program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meningalkan keseimbangan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;
3. Keadilan Anggaran: pendapatan pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang objektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran: dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Tuntunan akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah tidak hanya melakukan vertical reporting, tetapi lebih penting daripada itu juga melakukan horizontal reporting sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat. Bentuk pertanggung jawaban publik meliputi beberapa hal mendasar, yaitu akuntabilitas regulasi daerah, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas regulasi daerah terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain dalam penggunaan sumberdaya publik. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan telah memberikan pelayanan publik yang cepat, reponsif dan murah. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan feasible dan reliable, serta apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dengan biaya minimal. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintahan terhadap kebijakan politik yang diambil pemerintah dan lembaga legislatif.

3.1.1.  Kinerja Pelaksanaan APBD
Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2007-2010 seluruhnya berjumlah Rp 5.047.910.072.022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp.1.679.939.161.079,- atau sekitar 33,27 persen, dana perimbangan Rp.2.868.158.776.443,- atau sekitar 56,81 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.499.812.134.500,- atau sekitar 9,90 persen. Jelas terlihat dari komposisi pendapatan daerah tersebut ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup besar. 

Tabel 3.1
Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007-2010

	U R A I A N
	2007
	2008
	2009
	2010

	PENDAPATAN DAERAH
	 669.322.480.619 
	1.248.154.832.416 
	1.071.240.550.846 
	1.101.857.789.352 

	Pendapatan Asli Daerah
	202.644.315.024
	322.037.372.853
	413.570.042.373
	442.804.450.372

	Pajak Daerah
	132.139.436.386
	210.462.526.951
	246.818.011.336
	250.968.989.603

	Retribusi Daerah
	37.654.387.440
	42.416.648.000
	60.397.813.487
	62.586.147.000

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	9.282.170.198
	7.475.804.787
	12.351.918.744
	14.844.760.000

	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
	23.568.321.000
	61.682.393.115
	94.002.298.806
	114.404.553.769

	Dana Perimbangan
	466.678.165.596
	550.285.964.563
	600.309.638.973
	603.718.338.980

	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
	60.820.165.596
	42.417.154.563
	59.693.148.973
	59.693.148.980

	Dana Alokasi Umum
	405.858.000.000
	482.472.810.000
	487.339.490.000
	523.041.290.000

	Dana Alokasi Khusus
	-
	25.396.000.000
	53.277.000.000
	20.983.900.000

	Lain-Lain Pendapatan  Yang Sah
	-
	375.831.495.000
	57.360.869.500
	55.335.000.000

	Hibah
	-
	375.831.495.000
	57.360.869.500
	55.335.000.000



Pertumbuhan pendapatan total APBD dari tahun 2007-2010 bersifat fluktuatif. Dimana pada tahun 2007 dan 2008 terjadi pertumbuhan yang positif, namun kemudian terjadi pertumbuhan yang negatif pada tahun 2009 dan kemudian terjadi perumbuhan yang positif lagi pada  tahun 2010 walaupun nilai pertumbuhannya cukup kecil. Pola pertumbuhan ini dibentuk oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama periode 2007-2010. 

Pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 86,48 %. Kenaikan pertumbuhan pendapatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 58,92 % dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 100 %. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yang disebabkan oleh menurunnya semua pos penyumbang pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Tabel 3.2
Pertumbuhan Pendapatan Periode 2007-2010

	U R A I A N
	2007
	2008
	2009
	2010

	PENDAPATAN DAERAH
	15,95
	86,48
	(14,17)
	2,86

	Pendapatan Asli Daerah
	17,16
	58,92
	28,42
	7,07

	Pajak Daerah
	24,91
	59,27
	17,27
	1,68

	Retribusi Daerah
	(1,49)
	12,65
	42,39
	3,62

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	117,05
	(19,46)
	65,23
	20,18

	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
	(4,45)
	161,72
	52,40
	21,70

	Dana Perimbangan
	15,63
	17,92
	9,09
	0,57

	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
	138,02
	(30,26)
	40,73
	0,00

	Dana Alokasi Umum
	7,36
	18,88
	1,01
	7,33

	Dana Alokasi Khusus
	-
	-
	109,79
	(60,61)

	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	(100)
	100
	(84,74)
	(3,53)

	Hibah
	-
	-
	(84,74)
	(3,53)



Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa pada tahun 2007 proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan APBD adalah sebesar 30,28 % sedangkan proporsi Dana Perimbangan sebesar 69,72. Pada tahun 2008 proporsi PAD sebesar 25,80%, Dana Perimbangan sebesar 44,09% dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 30,11 %. Nilai Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang besar pada tahun 2008 ini berasal dari pos hibah dari pemerintah pusat untuk penanggulangan bencana gempa di Provinsi Bengkulu yang terjadi pada tahun tersebut. 

Komposisi proporsi pada tahun 2009 masih didominasi oleh Dana Perimbangan sebesar 56,04 %. Sedangkan proporsi PAD sebesar 38,61% dan proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah hanya sebesar 5,35%. Tahun 2010 proporsi PAD sedikit bertambah menjadi sebesar 40,19%. Sedangkan proporsi Dana Perimbangan sedikit menurun menjadi 54,7 % dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sebesar 5,02%.

Data di atas menunjukkan bahwa kemampuan fiskal Provinsi Bengkulu masih belum tinggi. Hal ini dapat dilihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih kecil dari dana perimbangan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

Tabel 3.3
Proporsi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

	 U R A I A N
	2007 (%)
	2008 (%)
	2009 (%)
	2010 (%)

	PENDAPATAN DAERAH
	100
	100
	100
	100

	Pendapatan Asli Daerah
	30,28
	25,80
	38,61
	40,19

	Pajak Daerah
	19,74
	16,86
	23,04
	22,78

	Retribusi Daerah
	5,63
	3,40
	5,64
	5,68

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	1,39
	0,60
	1,15
	1,35

	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
	3,52
	4,94
	8,78
	10,38

	Dana Perimbangan
	69,72
	44,09
	56,04
	54,79

	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
	9,09
	3,40
	5,57
	5,42

	Dana Alokasi Umum
	60,64
	38,65
	45,49
	47,47

	Dana Alokasi Khusus
	-
	2,03
	4,97
	1,90

	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	-
	30,11
	5,35
	5,02

	Hibah
	-
	30,11
	5,35
	5,02




3.1.2.   Neraca Daerah
Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sedangkan untuk jangka panjangnya digunakan rasio solvabilitas. Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :
a. Rata-rata umur piutang yaitu rasio untuk melihat berapa lama waktu yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas)
b. Rata-rata umur persediaan yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik)

Tabel 3.4
NERACA UNTUK PERIODE S/D 31 DESEMBER 2009 
PROVINSI BENGKULU

	URAIAN
	PER 31 DESEMBER 2009
	PER 31 DESEMBER 2008

	ASET
	 
	 

	 
	ASET LANCAR
	 
	 

	 
	1
	Kas di Kas Daerah
	3,035,239,064.86                
	208,732,564,710.64           

	 
	2
	Kas di Unit Swadana
	7,320,052,908.00                
	            6,591,939,152.00   

	 
	3
	Kas di Bendahara Penerimaan
	            3,696,027,918.00 
	                536,812,500.00 

	 
	4
	Kas di Bendahara Pengeluaran
	                214,853,997.00 
	            3,377,959,599.00 

	 
	5
	Piutang Pajak
	            5,660,520,158.00 
	            4,935,793,702.00 

	 
	6
	Piutang Retribusi
	            3,481,306,838.00 
	                676,207,000.00 

	 
	7
	Bagian Lancar Kemitraan Pihak ke Tiga
	                  50,400,000.00 
	                  43,700,000.00 

	 
	8
	Piutang Lain-Lain
	            4,654,160,291.23 
	          14,861,422,222.92 

	 
	9
	Persediaan
	            7,477,008,491.00 
	            4,100,338,607.00 

	 
	JUMLAH ASET LANCAR
	35,589,569,666.09
	243,856,737,493.56

	 
	INVESTASI JANGKA PANJANG
	 
	 

	 
	10
	Investasi Non Permanen Lainnya
	            1,000,000,000.00 
	            1,000,000,000.00 

	 
	11
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
	          80,955,419,282.82 
	          80,955,419,282.82 

	 
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG
	81,955,419,282.82
	81,955,419,282.82

	 
	ASET TETAP
	 
	 

	 
	12
	Tanah
	162,256,993,773.00 
	   157,453,724,598.00 

	 
	13
	Peralatan dan Mesin
	 256,186,290,592.00 
	  185,930,781,707.00 

	 
	14
	Gedung dan Bangunan
	 379,274,925,108.00 
	  281,418,218,031.00 

	 
	15
	Jalan Irigasi dan Jaringan
	 593,164,996,926.00 
	  396,134,116,416.00 

	 
	16
	Aset Tetap Lainnya
	     3,745,694,994.00 
	       3,718,194,994.00 

	 
	17
	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	   66,458,296,953.00 
	   206,321,653,878.00 

	 
	18
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
	                              - 
	                                 - 

	
	JUMLAH AKTIVA TETAP
	1,461,087,198,346.00 
	1,230,976,689,624.00 

	 
	DANA CADANGAN
	 
	 

	 
	19
	Dana Cadangan
	                                          - 
	                                          - 

	 
	JUMLAH DANA CADANGAN
	                                          - 
	                                          - 

	 
	ASET LAINNYA
	 
	 

	 
	20
	Aset Tak Berwujud
	           765,000,000.00 
	                350,000,000.00 

	 
	21
	Tagihan Penjualan Angsuran
	                530,039,626.57 
	652,092,354.57 

	 
	22
	Tuntutan Ganti Rugi
	                  71,904,992.00 
	                  71,904,992.00 

	 
	23
	Kemitraan dengan Pihak ke Tiga
	               365,000,000.00 
	                395,500,000.00 

	 
	24
	Aset Lain-Lain
	15,466,321,252.00 
	                                          - 

	 
	JUMLAH ASET LAINNYA
	            7,198,265,870.57 
	            1,469,497,346.57 

	JUMLAH ASET  
	1,595,830,453,165.48 
	1,558,258,343,746.95 

	
KEWAJIBAN
	 
	 

	 
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	 
	 

	 
	25
	Utang Jangka Pendek Lainnya
	     38,834,217,787.81 
	    220,170,107,237.43 

	 
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	38,834,217,787.81
	220,170,107,237.43

	 
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
	 
	 

	 
	26
	Utang Jangka Panjang Lainnya
	                                 - 
	                                 - 

	 
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
	                                          - 
	                                           - 

	JUMLAH KEWAJIBAN
	38,834,217,787.81
	220,170,107,237.43

	EKUITAS DANA
	 
	 

	 
	EKUITAS DANA LANCAR
	 
	 

	 
	27
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
	10,570,145,969.86 
	   218,702,463,461.64 

	 
	28
	Pendapatan yang ditangguhkan
	          3,696,027,918.00 
	          536,812,500.00 

	 
	29
	Cadangan Piutang
	       13,846,387,287.23 
	      20,517,122,924.92 

	 
	30
	Cadangan Persediaan
	          7,477,008,491.00 
	        4,100,338,607.00 

	 
	31
	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jgk Pendek
	     (38,834,217,787.81)
	 (220,170,107,237.43)

	 
	JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR
	(3,244,648,121.72)
	23,686,630,256.13

	 
	EKUITAS DANA INVESTASI
	 
	 

	 
	32
	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang
	       81,955,419,282.82 
	     81,955,419,282.82 

	 
	33
	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
	  1,461,087,198,346.00 
	1,230,976,689,624.00 

	 
	34
	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya
	       17,198,265,870.57 
	        1,469,497,346.57 

	 
	35
	Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jgk Panjang
	                                   - 
	                                  - 

	 
	JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI
	1,560,240,883,499.39
	1,314,401,606,253.39

	 
	EKUITAS DANA CADANGAN
	 
	 

	 
	36
	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan
	-
	-

	 
	JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN
	                                  - 
	                                  - 

	JUMLAH EKUITAS DANA
	  1,556,996,235,377.67 
	  1,338,088,236,509.52 

	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
	         1,595,830,453,165.48 
	         1,558,258,343,746.95 




Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Provinsi Bengkulu Tahun 2008-2009

	NO
	Uraian
	2008
	2009

	1.
	Rasio lancar (current ratio) 
	1,10
	0,91

	2.
	Rasio quick (quick ratio)
	1,08
	0,72

	3.
	Rasio total hutang terhadap total aset 
	0,14
	0,02

	4.
	Rasio hutang terhadap modal
	0,16
	0,02

	5.
	Rata-rata umur piutang (hari)
	1,99
	1,56

	6.
	Perputaran piutang (hari)
	182,89
	232,94

	7.
	Rata-rata piutang pendapatan daerah (Rp)
	4.598.662.429
	6.824.474.308

	8.
	Rata-rata umur persediaan (hari)
	182,5
	182,5

	9.
	Perputaran persediaan (hari)
	2
	2



Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Rasio lancar tahun 2008 sebesar 1,1 berarti Rp. 1 kewajiban jangka pendek akan di back up oleh   Rp. 1,1 aktiva lancar sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 0,91 yang berarti Rp. 1 kewajiban jangka pendek akan di back up oleh   Rp. 0,91 aktiva lancar
b. Rasio quick tahun 2008 sebesar 1,08 berarti Rp. 1 kewajiban jangka pendek akan di back up oleh   Rp. 1,08 aktiva lancar minus persediaan sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp. 0,72 yang berarti Rp. 1 kewajiban jangka pendek akan di back up oleh   Rp. 0,72 aktiva lancar minus persediaan

3.2.   Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberi keleluasan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi utamanya melayani masyarakat melalui pelimpahan kewenangan yang melalui aspek politik, adminitratif maupun fiskal. Khusus dalam aspek keuangan, sepeti yang tertuang dalam penjelasan UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bertindak sebagai Chief Financial Officer (CFO) yang dibantu lembaga berupa badan, dinas, biro, kantor UPTD. Kepala satuan Kerja bertindak sebagai Chief Operation Officer (COO). Prinsip pemisahan ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya checks and balances serta mendorong peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah. Keuangan Daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin dari proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sebelum menentukan arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran lima tahun yang akan datang, maka perkembangan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah perlu dibahas.

3.2.1.Proporsi Penggunaan Anggaran
Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2007-2010 seluruhnya berjumlah Rp 4.538.329.020.646 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.822.039.754.100 atau sekitar 40,15 % dari total belanja dan belanja langsung sebesar Rp 2.716.289.266.546 atau sekitar 59,85%. 

Tabel 3.6
Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007-2010

	 
	2007
	2008
	2009
	2010

	BELANJA DAERAH
	763.859.321.127
	1.531.005.219.133
	1.099.497.687.810
	1.143.966.792.576

	Belanja Tidak Langsung
	297.035.771.999
	367.674.202.868
	496.659.400.017
	660.670.379.216

	Belanja Pegawai
	197.932.437.932
	247.118.805.108
	311.990.411.651
	435.022.466.270

	Belanja Bunga
	2.000.000.000
	17.515.520.000
	7.540.822.919
	

	Belanja Subsidi
	-
	-
	-
	

	Belanja Hibah
	-
	2.709.000.000
	33.651.570.000
	75.000.000.000

	Belanja Bantuan Sosial dan Lainnya
	23.266.108.799
	13.989.689.607
	15.751.300.000
	15.541.300.000

	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota dan Pemerintah Desa
	55.087.225.268
	77.341.188.153
	117.475.295.447
	117.475.295.446

	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	6.750.000.000
	1.000.000.000
	3.000.000.000
	7.631.317.500

	Belanja Tak Terduga
	12.000.000.000
	8.000.000.000
	7.250.000.000
	10.000.000.000

	Belanja Langsung
	466.823.549.128
	1.163.331.016.265
	602.838.287.793
	483.296.413.360

	Belanja Pegawai
	60.774.057.633
	60.368.163.745
	55.743.863.875
	47.668.525.500

	Belanja Barang Dan Jasa
	164.614.442.641
	529.578.230.910
	241.633.056.652
	257.070.048.915

	Belanja Modal
	241.435.048.854
	573.384.621.610
	305.461.367.266
	178.557.838.945



 Pertumbuhan belanja total APBD dari tahun 2007-2010 bersifat fluktuatif. Dimana pada tahun 2007 terdapat pertumbuhan yang negatif, namun kemudian terjadi pertumbuhan yang positif dan sangat besar pada tahun 2008. Selanjutnya pertumbuhan yang negatif terjadi lagi pada tahun 2009 dan akhirnya meningkat lagi menjadi positif walaupun nilai pertumbuhannya cukup kecil. Pola pertumbuhan ini dibentuk oleh belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan social, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan  kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan komponen belanja langsung yang mengalami pertumbuhan yang fluktuatif selama periode 2007-2010. 

Pertumbuhan belanja tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 100,43 %. Kenaikan pertumbuhan belanja tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan belanja bunga sebesar 775,78 %, belanja barang dan jasa sebesar 221,71 % dan belanja modal sebesar 137,49 %. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu -30,53 % yang disebabkan oleh terjadinya pertumbuhan yang negatif di pos belanja belanja pegawai pada belanja tidak langsung, belanja bunga, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Tabel 3.7
Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Periode 2007-2010

	 
	2007 (%)
	2008 (%)
	2009 (%)
	2010 (%)

	BELANJA DAERAH
	(30.53)
	100.43
	(28.18)
	4.04

	Belanja Tidak Langsung
	(40.19)
	23.78
	35.08
	33.02

	Belanja Pegawai
	(36.56)
	24.85
	26.25
	39.43

	Belanja Bunga
	(73.48)
	775.78
	(56.95)
	(100.00)

	Belanja Subsidi
	-
	-
	-
	-

	Belanja Hibah
	(100.00)
	-
	1,142.21
	122.87

	Belanja Bantuan Sosial Dan Lainnya
	47.71
	(39.87)
	12.59
	(1.33)

	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	(53.11)
	40.40
	51.89
	(0.00)

	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	125.00
	(85.19)
	200.00
	154.38

	Belanja Tak Terduga
	65.52
	(33.33)
	(9.38)
	37.93

	Belanja Langsung
	(22.56)
	149.20
	(48.18)
	(19.83)

	Belanja Pegawai
	9.02
	(0.67)
	(7.66)
	(14.49)

	Belanja Barang Dan Jasa
	(31.87)
	221.71
	(54.37)
	6.39

	Belanja Modal
	(20.96)
	137.49
	(46.73)
	(41.54)



Berdasarkan tabel 3.6 terlihat bahwa selama periode 2007-2009 proporsi belanja langsung selalu lebih besar dari belanja tidak langsung. Namun pada tahun 2010 kondisi yang terjadi sebaliknya dimana proporsi belanja tidak langsung selalu lebih besar dari belanja langsung. Hal ini disebabkan karena naiknya nilai belanja pegawai pada belanja tidak langsung akibat dari adanya penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil baru yang cukup signifikan dan adanya penurunan belanja modal.

Tabel 3.8
Komposisi Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Periode 2007-2010
	URAIAN
	2007
(%)
	2008
(%)
	2009
(%)
	2010
(%)

	BELANJA DAERAH
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	Belanja Tidak Langsung
	38.89
	24.02
	45.17
	57.75

	Belanja Pegawai
	25.91
	16.14
	28.38
	38.03

	Belanja Bunga
	0.26
	1.14
	0.69
	-

	Belanja Subsidi
	-
	-
	-
	-

	Belanja Hibah
	-
	0.18
	3.06
	6.56

	Belanja Bantuan Sosial Dan Lainnya
	3.05
	0.91
	1.43
	1.36

	Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	7.21
	5.05
	10.68
	10.27

	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
	0.88
	0.07
	0.27
	0.67

	Belanja Tak Terduga
	1.57
	0.52
	0.66
	0.87

	Belanja Langsung
	61.11
	75.98
	54.83
	42.25

	Belanja Pegawai
	7.96
	3.94
	5.07
	4.17

	Belanja Barang Dan Jasa
	21.55
	34.59
	21.98
	22.47

	Belanja modal
	31.61
	37.45
	27.78
	15.61




Sementara itu proporsi belanja aparatur yang diperoleh dari penjumlahan belanja pegawai pada belanja tidak langsung maupun pada belanja langsung selama periode 2007-2010 selalu lebih kecil dibandingkan dengan belanja untuk pembangunan. Pada tahun 2007, nilai belanja aparatur sebesar Rp. 258.706.495.565 atau sekitar 33,86%. Nilai  belanja aparatur ini naik pada tahun 2008 menjadi Rp. 307.486.968.853 walaupun secara persentase turun menjadi 20,08 %. Pada tahun 2009, belanja aparatur ini naik lagi secara nilai maupun secara persentase menjadi Rp. 367.734.275.526 atau 33,44 %. Dan pada tahun 2010 ini naik cukup signifikan menjadi Rp. 482.690.991.770 atau 42,19 % dari total belanja APBD.

3.2.2. Analisis Pembiayaan 
	Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dapat dikategorikan sebagai kegiatan investatif berdimensi dalam waktu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 
	Penerimaan pembiayaan selama kurun waktu 2007-2010 adalah sebesar Rp. 715.763.367.413, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 265.900.000.000 dan pembiayaan netto sebesar Rp. 449.863.367.413. Secara rincinya dapat dilihat pada tablel 3.8 di bawah ini :

Tabel 3.9
Pembiayaan Daerah Periode 2007-2010
	U R A I A N
	2007
	2008
	2009
	2010

	PEMBIAYAAN DAERAH
	
	
	
	

	Penerimaan Pembiayaan
	102.936.840.508
	350.350.386.717
	218.257.136.964
	44.219.003.224

	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 
	77.084.095.701
	95.850.386.717
	218.257.136.964
	44.219.003.224

	Perincian dan Cadangan
	-
	-
	-
	-

	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	-
	4.500.000.000
	-
	-

	Penerimaan Pinjaman Daerah
	-
	250.000.000.000
	-
	-

	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
	-
	-
	-
	-

	Penerimaan Piutang Daerah
	25.852.744.807
	-
	-
	-

	Pengeluaran Pembiayaan
	8.400.000.000
	67.500.000.000
	190.000.000.000
	-

	Transfer ke dana Cadangan
	-
	
	-
	-

	Penyertaan Modal Daerah
	8.400.000.000
	7.500.000.000
	-
	-

	Pembayaran Pokok Hutang
	-
	60.000.000.000
	190.000.000.000
	-

	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan
	-
	
	-
	-

	Pembayaran Defisit Anggaran Tahun Berjalan
	-
	
	-
	-

	PEMBIAYAAN NETTO
	94.536.840.508
	282.850.386.717
	28.257.136.964
	44.219.003.224



Penerimaan Pembiayaan selama periode 2007 - 2010 juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan yang positif hanya terjadi pada tahun 2007 dan 2008 sedangkan 2 tahun selanjutnya yaitu selama tahun 2009 dan 2010 terjadi pertumbuhan yang negatif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 240,35 % yang berasal dari adanya pinjaman daerah yang cukup besar untuk membiayai proyek multiyears.  

Sedangkan Pertumbuhan Pengeluaran Pembiayaan selama periode di atas juga mengalami pola yang tidak jauh berbeda. Tahun 2007 terjadi pertumbuhan yang positif, selanjutnya selama tahun 2008 dan 2009, pengeluaran pembiayaan mengalami pertumbuhan yang negatif dan pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang positif lagi. Pertumbuhan pengeluaran pembiayaan yang tertinggi tetap terjadi pada tahun 2008 sebesar 703,57 % yang berasal dari pos pembayaran pokok hutang.

Tabel 3.10
Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Periode 2007-2010

	U R A I A N
	2007
(%)
	2008
(%)
	2009
(%)
	2010
(%)

	PEMBIAYAAN DAERAH
	
	
	
	

	Penerimaan Pembiayaan
	42,50
	240,35
	(37,70)
	(79,74)

	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya 
	6,71
	24,35
	127,71
	(79,74)

	Perincian dan Cadangan
	-
	-
	-
	-

	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	-
	-
	(100)
	-

	Penerimaan Pinjaman Daerah
	-
	-
	(100)
	-

	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
	-
	-
	-
	-

	Penerimaan Piutang Daerah
	-
	(100)
	-
	-

	Pengeluaran Pembiayaan
	(79,26)
	703,57
	181,48
	(100)

	Transfer ke dana Cadangan
	-
	-
	-
	-

	Penyertaan Modal (investasi) Daerah
	-
	(10,71)
	(100)
	-

	Pembayaran Pokok Hutang
	(100)
	-
	216,67
	(100)

	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan
	-
	-
	-
	-

	Pembayaran Defisit Anggaran Tahun Berjalan
	-
	-
	-
	-

	PEMBIAYAAN NETTO
	-
	-
	-
	-



Dari Tabel Penutup Defisit Riil Anggaran dan Tabel Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran di bawah dapat jabarkan sebagai berikut : 
Tahun Anggaran 2007 Belanja Daerah Rp.763,859,321,127,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.8,400,000,000,- sedangkan pendapatan daerah sebesar Rp.669,322,480,619.34,- sehingga defisit riil pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp.102,936,840,507.66,- atau 13.33% dan defisit riil anggaran ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.77,084,095,701.00,- atau sebesar 74.88% dan Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp. 25,852,744,806.66,- atau sebesar 25.12%.

Tahun Anggaran 2008 Belanja Daerah Rp.1,531,005,219,133,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.67,500,000,000,- sedangkan pendapatan daerah sebesar Rp.1,248,154,832,416,- sehingga defisit riil pada tahun anggaran 2008 sebesar Rp.350,350,386,717,- atau 21.92% dan defisit riil anggaran ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.95,850,386,717,- atau sebesar 27.36%, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan sebesar Rp.4,500,000,000,- atau sebesar 1.28% dan Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp.250,000,000,000,- atau sebesar 71.36%.

Tahun Anggaran 2009 Belanja Daerah Rp.1,099,497,687,809.75,- dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp.190,000,000,000.00,- sedangkan pendapatan daerah sebesar Rp.1,071,240,550,845.75,- sehingga defisit riil pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp.218,257,136,964,- atau 16.93% dan defisit riil anggaran ditutupi secara keseluruhan oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.218,257,136,964,- atau sebesar 100%.

Tahun Anggaran 2010 Belanja Daerah Rp.1,143,966,792,576,- sedangkan pendapatan daerah sebesar Rp.1,101,857,789,352,- sehingga defisit riil pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp.42,109,003,224,- atau 3.68% dan defisit riil anggaran ditutupi secara keseluruhan oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.44,219,003,224,- atau sebesar 105% sehingga terjadi Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp.2,110,000,000,- atau sebesar 5%.






Tabel 3.11
Penutup Defisit Riil Anggaran

	URAIAN
	2007
	2008
	2009
	2010

	
	
	
	
	

	Realisasi Pendapatan Daerah
	669.322.480.619
	1.248.154.832.416
	1.071.240.550.846
	1.101.857.789.352

	Dikurangi realisasi:
	
	
	
	

	Belanja Daerah
	763.859.321.127
	1.531.005.219.133
	1.099.497.687.810
	1.143.966.792.576

	Pengeluaran Pembiayaan
	8.400.000.000
	67.500.000.000
	190.000.000.000
	-

	Defisit Riil
	(102.936.840.508)
	(350.350.386.717)
	(218.257.136.964)
	(42.109.003.224)

	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:
	
	
	
	

	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
	77.084.095.701
	95.850.386.717
	218.257.136.964
	44.219.003.224

	Pencairan Dana Cadangan
	-
	-
	-
	-

	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
	-
	4.500.000.000
	-
	-

	Penerimaan Pinjaman
	-
	250.000.000.000
	-
	-

	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
	-
	-
	-
	-

	Penerimaan Piutang Daerah
	25.852.744.807
	-
	-
	-

	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan 
	102.936.840.508
	350.350.386.717
	218.257.136.964
	44.219.003.224

	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
	-
	-
	-
	2.110.000.000







3.3. Kerangka Pendanaan
A. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015
Dikarenakan masih belum begitu tingginya kemampuan fiskal Provinsi Bengkulu di dalam membiayai pembangunan daerah, maka perlu diambil kebijakan-kebijakan guna meningkatkan pendapatan daerah seperti :
1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan baru.
2. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak.
3. Membangun sistem dan prosedur adminstrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana.
4. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur.
5. Meningkatkan dana dari Pusat diluar DAU dan DAK ke Daerah
6. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Berdasarkan beberapa kebijakan di atas, maka diproyeksikan pendapatan Provinsi Bengkulu selama periode 2011-2015 sebagai berikut :


Tabel 3.12
Proyeksi Pendapatan Provinsi Bengkulu tahun 2011-2015

	Uraian
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	PENDAPATAN DAERAH
	1,145,967,155,233
	1,542,457,184,377
	1,683,861,773,760
	1,810,151,406,790
	1,840,275,517,096

	Pendapatan Asli Daerah
	   421,521,179,875 
	   479,298,148,560 
	        504,814,605,407
	   542,675,700,811 
	   583,376,378,370 

	Pajak Daerah
	   293,672,568,725 
	     358,382,760,200 
	    394,221,036,220
	    423,787,613,936 
	    455.571.684.981 

	Retribusi Daerah
	      12,305,420,300 
	     10,144,174,150 
	     9,529,666,677 
	     10,244,391,677 
	     11,012,721,052 

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
	      12,101,760,000 
	     12,948,883,200 
	     7,601,760,000
	     8,171,892,000
		 
	     8,784,783,900 

	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
	   103,441,430,850 
	   97,822,331,010 
	   93,462,142,510
	   100,471,803,198 
	   108,007,188,437 

	Dana Perimbangan
	   694,595,975,358 
	  854,530,115,358 
	   971,418,247,894 
	   1,044,274,616,486 
	1,016,957,967,522 

	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
	      50,598,339,358 
	     50,598,339,358 
	     65,183,089,894
	     70,071,821,636 
	     75,327,208,258 

	Dana Alokasi Umum
	   607,388,036,000 
	   775,311,166,000 
		   854,647,828,000
	   918,746,415,100 
	   987,652,396,232 

	Dana Alokasi Khusus
	      36,609,600,000 
	     28,620,610,000 
	     51,587,330,000
	     55,456,379,750 
	     59,615,608,231 

	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	29,850,000,000
	208,628,920,459
	207,628,920,459
	223,201,089,493
	239,941,171,204




B.  Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011-2015
Belanja Daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan lainnya, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja tak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal yang dipergunakan mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi. Adapun kewenangan Provinsi meliputi urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.13
Proyeksi belanja Provinsi Bengkulu tahun 2011-2015

	Uraian
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Total Belanja Daerah
	1,155,766,504,059
	1,586,154,929,122
	1,768,329,282,448
	1,900,953,979,219
	
  
2.064.787.632.435 



	Belanja Tidak Langsung
	574,073,994,059
	812,535,036,585
	829,288,403,077
	891,485,033,306
	    979.608.515.579 


	Belanja Pegawai
	369,297,430,498
	424,252,800,828
	453,370,990,018
	487,373,814,269
	523,926,850,339

	Belanja Bunga
	-
	-
	-
	-
	-

	Belanja Subsidi
	1,000,000,000
	-
	-
	-
	-

	Belanja Hibah
	21,600,000,000
	234,409,520,000
	213,803,360,000
	229,838,612,000
	247,076,507,900

	Belanja bantuan sosial
	11,591,160,000
	-
	-
	-
	-

	Belanja bagi hasil
	127,660,403,561
	138,032,451,000
	143,338,489,198
	154,088,875,887
	186,907,596,854

	Belanja bantuan keuangan
	4,000,000,000
	3,904,000,000
	7,727,648,000
	8,307,221,600
	8,930,312,720 


	Belanja tidak terduga
	38,925,000,000
	11,936,264,757
	11,047,915,861
	11,876,509,550
	12,767,247,766 


	Belanja Langsung
	581,692,510,000
	773,619,892,537
	939,040,879,371
	1,009,468,945,913
	1.085.179.116.856 


	Belanja Pegawai
	65,481,078,850
	72,556,956,500
	89,809,754,375
	96,545,485,953
	103.786.397.399 


	Belanja Barang Dan Jasa
	286,514,807,250
	379,452,730,050
	549,090,206,656
	590,271,972,745
	634.542.370.701 


	Belanja modal
	229,696,623,900
	321,610,205,987
	300,140,918,340
	322,651,487,215
	346.850.348.756 







